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BAB I
PENDAHULUAN
1.1   	Latar Belakang
Perekonomian global dalam satu dekade terakhir mengalami dinamika yang kompleks, dimulai dari periode 2015-2018 yang menunjukkan pertumbuhan moderat namun rentan terhadap guncangan. Berdasarkan data World Development Indicators yang diterbitkan World Bank, Produk Domestik Bruto (PDB) global pada periode tersebut tumbuh di kisaran 2,8 hingga 3,4 persen per tahun. Pertumbuhan ini didukung oleh pemulihan berkelanjutan pascakrisis keuangan global tahun 2008, meningkatnya aktivitas perdagangan internasional yang bergerak sebesar 3 persen per tahun, serta kebijakan moneter yang mendukung dari bank sentral, seperti Federal Reserve dan European Central Bank (World Bank, 2018).
Meskipun demikian, pertumbuhan mulai melambat pada tahun 2018 akibat ketegangan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok. Situasi ini kemudian diperburuk dengan munculnya pandemi COVID-19 yang menyebar sejak akhir tahun 2019. Dampak pandemi semakin terasa pada tahun 2020 dimana PDB global mengalami kontraksi sebesar -3,1 persen (World Bank, 2023). Banyak negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat menurunnya mobilitas masyarakat, terganggunya rantai pasok global, serta menurunnya tingkat konsumsi. Pandemi ini telah menciptakan guncangan permintaan dan penawaran secara bersamaan (Stiglitz, 2021).
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Namun, memasuki tahun 2021 berbagai negara mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi seiring dengan meningkatnya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil bangkit dari tekanan pandemi dengan pertumbuhan ekonomi yang kembali positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 mencapai 3,6 persen meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 2,07 persen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemulihan ini tidak lepas dari peran kebijakan fiskal yang menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memulihkan aktivitas masyarakat setelah pandemi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah (Todaro & Smith, 2020). Pertumbuhan ekonomi tersebut diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan total nilai tambah dari setiap aktivitas ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, yang biasanya diukur dalam rentang waktu satu tahun (Wikipedia, 2022). PDRB dihitung dengan tiga macam pendekatan yaitu produksi, pengeluaran, dan pendapatan. PDRB digunakan sebagai indikator utama karena mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan nilai tambah dari berbagai aktivitas produksi, sehingga menjadi dasar penting dalam menilai ketahanan ekonomi dan perkembangan sektor di daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)
. 
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan tujuan fundamental bagi setiap daerah di Indonesia, tak terkecuali Jawa Tengah. Sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi yang cukup signifikan secara nasional, struktur perekonomian Jawa Tengah menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi sorotan penting dengan kontribusi mencapai sekitar 60 persen terhadap PDRB. (Bank Indonesia, 2022). Provinsi Jawa Tengah dengan populasi penduduk yang besar mengandalkan beberapa sektor utama dalam menentukan kinerja ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Endang Tri Wahyuningsih, yang menyatakan bahwa manufaktur, pertanian, maupun perdagangan masih menjadi penopang utama dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024).
Perekonomian Jawa Tengah selama periode 2015-2024 menunjukkan dinamika fluktuatif yang mencerminkan ketahanan sekaligus kerentanan terhadap guncangan eksternal. Pada fase pra-pandemi (2015-2019), pertumbuhan ekonomi cenderung stabil dengan ditunjang oleh kinerja sektor manufaktur dan pertanian sebagai pilar utama. Namun demikian, dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan sejak penghujung tahun 2019 hingga mencapai puncaknya tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun secara drastis. Hal ini dipicu oleh pembatasan mobilitas masyarakat, terganggunya rantai pasok, serta melambatnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Memasuki fase pemulihan pascapandemi (2021-2024), perekonomian Jawa Tengah mulai bangkit melalui peningkatan aktivitas produksi, konsumsi rumah tangga, serta investasi domestik maupun asing (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024). Untuk memberikan pemahaman lebih jelas tentang perbandingan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah periode 2015 hingga 2024, disajikan pada tabel berikut.
Tabel 1.1                                                                                                               Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024
	Tahun
	Pertumbuhan Ekonomi
Nasional (%)
	Kenaikan/
Penurunan
	Pertumbuhan Ekonomi
Jawa Tengah (%)
	Kenaikan/
Penurunan

	2015
	4,79
	-
	5,47
	-

	2016
	5,02
	+0,23
	5,28
	-0,19

	2017
	5,07
	+0,05
	5,27
	-0,01

	2018
	5,17
	+0,10
	5,32
	+0,05

	2019
	5,02
	-0,15
	5,41
	+0,09

	2020
	2,07
	-2,95
	2,65
	-2,76

	2021
	3,69
	+1,62
	3,32
	+0,67

	2022
	5,31
	+1,62
	5,31
	+1,99

	2023
	5,05
	-0,26
	4,98
	-0,33

	2024
	5,03
	-0,02
	4,95
	-0,03


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026


Gambar 1.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015–2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026 (diolah)
Berdasarkan data pada tabel dan grafik 1.1, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 4,79 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menyatakan bahwasanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, laju inflasi menunjukkan kondisi yang relatif stabil pada penghujung 2015 sebesar 3,35 persen, yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok cukup terkendali. Di sisi produksi, didorong oleh sektor komunikasi dan informasi sebesar 10,06 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menyumbang sebesar 5,38 persen (Badan Pusat Statistik, 2016).
Memasuki tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,02 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,23 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 4,79 persen. Pertumbuhan ini menandai perbaikan ekonomi di tengah dinamika harga komoditas rendah dan perlambatan global (Bank Indonesia, 2016). Ditinjau dari sisi produksi, laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,90 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, didorong oleh konsumsi rumah tangga sebesar 6,62 persen (Badan Pusat Statistik, 2017).
Pada tahun 2017, tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,07 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,05 persen jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5,02 persen. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyampaikan bahwa kondisi ini tetap stabil karena didukung dengan konsumsi oleh sektor swasta dan peningkatan pengeluaran pemerintah. Dari sisi penerimaan pajak, per 30 Desember 2017 realisasi mencapai 91 persen dari APBN-P 2017. Angka tersebut tumbuh 4,3 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Di sisi lain, pembiayaan di tahun 2017 mengalami defisit 2,5 persen yang menunjukkan bahwa pembiayaan dalam APBN tetap terkendali (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018).
Tahun 2018 mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17 persen. Angka ini tumbuh sebesar 0,10 persen bila dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 5,07 persen. Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto menjelaskan bahwa ekspor mengalami perlambatan yang dipengaruhi oleh melemahnya volume perdagangan internasional dan perlambatan ekonomi global, termasuk di negara-negara yang menjadi mitra dagang utama. Di sisi lain, pertumbuhan impor lebih cepat seiring dengan peningkatan permintaan dalam negeri. Pada tahun ini, konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 55,74 persen dengan tingkat pertumbuhan 5,05 persen (DDTCNews, 2019).
Memasuki tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sebesar 5,02 persen. Angka ini melemah sebesar 0,15 persen jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 5,17 persen. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto mengungkapkan bahwasanya di tahun ini terjadi penurunan di bidang ekspor dan impor. Kondisi tersebut didorong oleh perbaikan defisit transaksi berjalan dan surplus yang lebih besar pada transaksi modal serta finansial. Selain itu, pemerintah terus berusaha mempertahankan daya beli masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,01 persen. Di sisi lain, sektor industri pengolahan menghadapi tantangan berupa tekanan terhadap permintaan global akibat adanya konflik dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2019).
Tahun 2020 mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,07 persen, yang merupakan terburuk sejak tahun 1998. Angka ini turun drastis sebesar 2,95 persen bila dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 5,02 persen. Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 serta penerapan pembatasan sosial yang turut membatasi aktivitas perekonomian. Dari sisi produksi, terjadi penurunan drastis pada komponen usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, sebagian besar komponen mengalami penurunan tajam khususnya pada ekspor barang dan jasa sebesar 7,70 persen. Di sisi lain, impor barang dan jasa mengalami penurunan sebesar 14,71 persen (Badan Pusat Statistik, 2021).

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 mulai pulih sebesar 3,69 persen. Angka ini tumbuh 1,62 persen jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 2,07 persen. Pertumbuhan ini didorong dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga sebesar 2,02 persen, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta dimulainya kembali aktivitas produksi dan perdagangan. Dari sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menunjukkan pertumbuhan sebesar 10,46 persen. Sementara dari ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar 24,04 persen. Meskipun demikian, pemulihan masih terbatas karena tekanan pandemi COVID-19 masih dirasakan sepanjang tahun tersebut (Bank Indonesia, 2022).
Memasuki tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia melaju lebih kuat daripada tahun sebelumnya dengan capaian 5,31 persen. Angka ini tumbuh sebesar 1,62 persen bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 3,69 persen. Hal ini dikarenakan meningkatnya aktivitas domestik dan konsumsi rumah tangga tumbuh signifikan, Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 didorong oleh pemulihan konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 4,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (Kurniati, 2023). 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 masih berada pada kisaran tinggi, yaitu sebesar 5,05 persen. Angka ini melemah sebesar 0,26 persen jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5,31 persen. Meskipun mengalami penurunan, kinerja ini masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat sebesar 4,82 persen, investasi sebesar 4,40 persen, serta belanja pemerintah yang tetap ekspansif di 2,95 persen (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024). Di sisi lain, tekanan inflasi global dan melemahnya permintaan dari negara mitra dagang mulai berdampak pada ekspor Indonesia yang turun sekitar 11,33 persen dibandingkan tahun 2022. Selain itu, kenaikan suku bunga global memberikan tantangan terhadap investasi dan pembiayaan korporasi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).
Pada tahun 2024, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,03 persen. Angka ini melemah sebesar 0,02 persen bila dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen. Faktor pendorong utama masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,94 persen maupun investasi yang tumbuh sebesar 4,61 persen (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2023 disebabkan oleh pertumbuhan kinerja impor yang lebih tinggi sebesar 7,95 persen melampaui pertumbuhan ekspor sebesar 6,51 persen yang berdampak pada kontribusi net-ekspor (VOA Indonesia, 2025). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 menunjukkan daya tahan ekonomi nasional terhadap tekanan eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).
Sejalan dengan dinamika perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2015 tercatat sebesar 5,47 persen. Terlihat pada sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 35,3 persen, sektor perdagangan eceran serta reparasi kendaraan mencatat kontribusi sebesar 13,3 persen. Di sisi lain, produksi mengalami penurunan sebesar 29,7 persen yang disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari sisi pengeluaran, penurunan terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga dan net ekspor. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi ini masih dikatakan stabil dengan didukung oleh kondisi infrastruktur khususnya jalan yang sudah mulai membaik dari area perdesaan sampai perkotaan (Sismanto, 2016).
Pada tahun 2016, ekonomi Jawa Tengah mencatat pertumbuhan sebesar 5,28 persen. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,19 persen jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 5,47 persen.  Meskipun melambat, angka ini tetap menunjukkan kinerja positif yang ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 18,73 persen serta peningkatan investasi. Selain itu, terjadi penurunan pertumbuhan konsumsi pemerintah akibat diberlakukannya penghematan anggaran. Di sisi lain, kontribusi terbesar ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 61,05 persen. (Edi Faisol, 2017).
Memasuki tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,27 persen. Angka ini menurun sebesar 0,01 persen bila dibandingkan dengan tahun 2016 mencapai 5,28 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 13,27 persen. Selain itu, industri pengolahan masih mendominasi struktur PDRB. Sektor ekspor mengalami pertumbuhan sebesar 12,55 persen, diikuti impor yang juga berkontribusi sebesar 7,83 persen. Fenomena tersebut tidak terlepas dari proses pemulihan ekonomi global, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok. Plt. Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, menambahkan bahwasanya inflasi pada tahun ini sebesar 3,17 persen dan tergolong masih terkendali (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2018).
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2018 masih berada pada kisaran tinggi, yaitu sebesar 5,32 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,05 persen jika dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 5,27 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Sentot Bangun Widiyono menyampaikan bahwa sektor industri pengolahan menjadi kontributor utama sebesar 1,50 persen lalu diikuti sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 0,82 persen. Di sisi lain, sektor informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,39 persen. Pada aspek pengeluaran, terlihat bahwa komponen konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan terbesar yakni tumbuh sebesar 4,69 persen (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2019).
Tahun 2019 mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,41 persen. Angka ini tumbuh sebesar 0,09 persen bila dibandingkan tahun 2018 yaitu 5,32 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan kinerja ekspor dan impor. Pada tahun ini, tercatat inflasi sebesar 2,81 persen, yang mencerminkan kondisi perekonomian Jawa Tengah semakin efisien dan kompetitif (Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Keuangan, 2020). Dari sisi produksi, usaha industri pengolahan masih menjadi kontributor utama sebesar 34,42 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 60,33 persen (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2020).
Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai sebesar 2,65 persen. Angka ini merosot tajam sebesar 2,76 persen jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,41 persen. Hal ini dikarenakan efek kebijakan pandemi yang membatasi kegiatan masyarakat, sehingga mobilitas masyarakat menurun. Jika dilihat dari banyaknya sektor, hanya sektor pertanian yang konsisten mampu mencatat pertumbuhan positif. Di sisi lain, komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, maupun investasi sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,05 persen. Inflasi tercatat cukup rendah yakni sebesar 1,56 persen, dimana tetap harus diwaspadai agar tidak merugikan perekonomian (Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Keuangan, 2021).
Selanjutnya, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,32 persen. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,67 persen bila dibandingkan tahun 2020 yakni mencapai 2,65 persen. Angka ini menunjukkan tahap awal pemulihan ekonomi setelah kontraksi selama periode pandemi COVID-19. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo turut menyatakan bahwa pemulihan ini ditandai dengan pembukaan kembali aktivitas ekonomi masyarakat melalui program penyaluran bantuan sosial, maupun pemberian dukungan kepada pelaku UMKM (BetaNews.id, 2022). 
Tahun 2022 menjadi fase percepatan pemulihan dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,31 persen yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Angka ini tumbuh sebesar 1,99 persen jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 3,32 persen. Kepala BPS Jawa Tengah, Adhi Wiriana menyatakanberbbu bahwa peningkatan ini disebabkan oleh ekspor barang dan jasa yang mengalami peningkatan tertinggi sebesar 10,48 persen. Selain itu, permintaan pasar domestik dan internasional juga meningkat. Pada tahun ini pula, pemerintah menerapkan kebijakan perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen sejak 1 April 2022. Meskipun demikian, daya beli masyarakat tetap terjaga dan kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai sebesar 60,38 persen terhadap struktur pengeluaran PDRB provinsi tersebut (Senjaya, 2023).
Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah melambat menjadi 4,98 persen. Angka ini melemah sebesar 0,33 persen bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,31 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh melemahnya kinerja ekspor dan industri pengolahan sebagai sektor dominan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala BPS Jawa Tengah Dadang Hardiwan, yang menyatakan bahwasanya ekonomi Jawa Tengah ditopang oleh tiga sektor yaitu industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Selain itu, hanya sektor pertanian yang pertumbuhan ekonominya melambat akibat fenomena iklim ekstrem El Niño (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2024). 
Memasuki tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah kembali mengalami perlambatan signifikan menjadi 4,95 persen. Angka ini melemah sebesar 0,03 persen bila dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 4,98 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh menurunnya kinerja industri pengolahan maupun ekspor komoditas unggulan, Hal ini sesuai dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, yang menyatakan bahwa penurunan ini juga dikarenakan permasalahan global, perang Ukraina, serta perubahan iklim (Bahtiar, 2024). 
Dinamika perumbuhan ekonomi regional dipengaruhi oleh faktor fiskal maupun nonfiskal. Dalam konteks fiskal, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan dan mendukung pembiayaan layanan publik (Piketty, 2021). Pemerintah Indonesia telah menyesuaikan sistem perpajakan sebagai upaya pemulihan dan penguatan ekonomi pascapandemi (Direktorat Jenderal Pajak, 2022)
. Salah satu kebijakan yang diterapkan berupa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 menjadi 11 persen yang diberlakukan sejak 1 April 2022, serta peningkatan lebih lanjut tarif menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Di samping perubahan tarif PPN, pemerintah juga memiliki peran penting dalam sistem PPN melalui aktivitas belanja negara. Berdasarkan PMK Nomor 59/PMK.03/2022, instansi pemerintah merupakan pihak yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, maupun melaporkan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan pemerintah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PPN tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas konsumsi masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga berkaitan dengan transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peningkatan penerimaan negara dapat memperluas ruang fiskal pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan melalui belanja negara. Menurut Surya Putra (2024), belanja negara merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Di samping itu, penyesuaian mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 turut memengaruhi besaran pendapatan bersih pekerja. Penyesuaian ini diresmikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengintroduksi skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 dan mulai diimplementasikan pada masa pajak Januari 2024. Menurut Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, kebijakan ini bukan merupakan pengganti tarif umum maupun tarif yang diatur dalam pasal 17, tetapi sebagai mekanisme tambahan yang mendukung proses pemotongan pajak terkait (Aprilia, 2024).
Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti keterkaitan antara regulasi perpajakan dan pertumbuhan ekonomi. Natasya dan Nasir (2022) menghasilkan temuan bahwa pajak penghasilan dan bea cukai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Didukung dengan Lanang dan Ekowati (2024) menemukan bahwa perubahan tarif PPN dan PPh berpengaruh signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional. Di sisi lain, Putra dan Nabila (2022) menyimpulkan PPN dan PPh Pasal 21 memengaruhi konsumsi masyarakat, namun tidak memiliki pengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi. 
Selain faktor perpajakan, penelitian mengenai variabel makroekonomi juga menunjukkan peran penting konsumsi masyarakat terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Aprilia Hutagaol et al. (2024) menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berorientasi pada tingkat nasional, sehingga kajian yang secara spesifik pada tingkat regional, seperti Provinsi Jawa Tengah masih relatif terbatas.
Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, serta tingkat konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Penelitian ini difokuskan pada rentang tahun 2015 hingga 2024. Melalui analisis ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana kebijakan fiskal dan faktor makroekonomi berperan dalam mendorong atau menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan penjabaran latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21, DAN TINGKAT KONSUMSI MASYARAKAT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2024.”
1.2  	Rumusan Masalah
Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan cerminan dari keberhasilan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya serta kebijakan publik yang diterapkan (Todaro & Smith, 2020). Berbagai faktor baik fiskal maupun nonfiskal berperan penting dalam menentukan arah dan laju pertumbuhan tersebut. Dalam konteks fiskal, kebijakan perpajakan merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kegiatan produksi serta konsumsi. Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat menimbulkan perubahan pada daya beli masyarakat, perilaku konsumsi, serta aliran investasi yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi daerah (Stiglitz & Rosengard, 2020).
Di sisi lain, faktor nonfiskal seperti tingkat konsumsi masyarakat turut mencerminkan kekuatan ekonomi rill suatu wilayah. Mankiw (2021) menjelaskan bahwa konsumsi masyarakat yang tinggi akan berdampak pada peningkatan permintaan barang dan jasa. Oleh karena itu, interaksi antara kebijakan fiskal dan faktor makroekonomi perlu dianalisis secara komprehensif di Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan pemaparan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah penerimaan pajak pertambahan nilai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah?
2. Apakah penerimaan pajak penghasilan pasal 21 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah?
3. Apakah tingkat konsumsi masyarakat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah?
1.3   	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1	Tujuan Penelitian
	Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis pengaruh penerimaan pajak pertambahan nilai terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2015 sampai 2024.
2. Menganalisis pengaruh penerimaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2015 sampai 2024.
3. Menganalisis pengaruh tingkat konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2015 sampai 2024.
1.3.2	Kegunaan Penelitian
	Berdasarkan hasil penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori fiskal dan ekonomi regional mengenai pengaruh kebijakan perpajakan khususnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, serta tingkat konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah. 
2. Kegunaan Praktis
a. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman secara komprehensif terkait hubungan kausal antara kebijakan perpajakan dan dinamika tingkat konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
b. Bagi Instansi Pemerintah
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan instansi terkait dalam merumuskan strategi kebijakan fiskal daerah yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
c. Bagi Universitas Diponegoro
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan awal bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian serupa di bidang perpajakan, maupun studi ekonomi regional.
1.4	Sistematika Penelitian
Penelitian ini berisikan 5 (lima) bab yang diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut.
BAB I: PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penulisan penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi pembahasan mengenai landasan teori yang mendukung variabel penelitian, penelitian terdahulu, penjelasan mengenai kerangka pemikiran, serta penjabaran mengenai hipotesis penelitian.
BAB III: METODE PENELITIAN
Dalam bab ini memuat variabel-variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian, jenis dan sumber data penelitian termasuk metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini mendeskripsikan objek yang terdapat dalam penelitian, hasil pengolahan dan analisis data, maupun interpretasi hasil mengenai penelitian yang dilakukan.
BAB V: PENUTUP 
Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ada dari hasil penelitian, saran untuk peneliti, serta implikasi di berbagai bidang
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